KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 34 /PB/2013

TENTANG

TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan diktum PERTAMA
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
152/KMK.09/2011 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan, pimpinan dan
seluruh pegawai di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan harus meningkatkan penerapan
pengendalian Intern dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya;

b. bahwa dengan adanya  perubahan  pedoman
pelaksanaan pemantauan pengendalian intern sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan
Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan, maka diperlukan penyempurnaan pedoman
pemantauan pengendalian intern di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana
vang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-85/PB/2012
tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dapat berjalan secara optimal dan sesuai ketentuan,
diperlukan unit kerja yang ditunjuk secara formal
untuk mengemban tugas sebagai Unit Pengendalian
dan Kepatuhan Intern Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan,;

d. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan terkait
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, maka Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-85/PB/2012
tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dianggap sudah
tidak relevan; O?



Mengingat

bahwa sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
efektif  dilaksanakan, maka ketentuan terkait
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Surat
Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
2/PB/2013 tentang Transisi Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Organisasi Kantor Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan  Terkait Dengan  Implementasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2007
tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen
Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelclaan dan
Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
di Lingkungan Kementerian Keuangan,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan
Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
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10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan
Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-30/PB/2012 tentang Tata Kelola Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan;

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-85/PB/2012 tentang Peningkatan Penerapan
Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE-2/PB/2013 tentang Transisi Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terkait Dengan
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS
KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA . Pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal
Perbendaharaan harus meningkatkan penerapan
pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan
fungsinya.

KEDUA :  Dalam rangka peningkatan penerapan pengendalian intern
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, ditunjuk
unit yang mengemban tugas kepatuhan internal di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang
selanjutnya disebut sebagai Unit Kepatuhan Internal
(UKI).

KETIGA . Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang mengemban tugas
kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, dibentuk dalam 3 (tiga) tingkat yaitu UKI tingkat
eselon I (UKI-E1j, UKI tingkat wilayah (UKI-W), dan UKI
tingkat KPPN (UKI-P).

KEEMPAT : UKI-E1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
dibentuk melalui penunjukan unit kerja sesuai tugas dan
fungsi yang ada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dengan struktur sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. PN



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

UKI-W dan UKI-P sebagaimana dimaksud dalam diktum
KETIGA adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi
kepatuhan internal sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atau Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Transisi Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Organisasi Kantor Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Terkait Dengan Implementasi Peraturan
Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan
ditempatkan pada UKI memenuhi persyaratan kompeten31
Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Khusus, sesuai
Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan,
dengan Kompetensi Khusus yang minimal harus dimiliki
oleh Pejabat UKI adalah sebagai berikut:

a. Courage of Convictions (Keberanian Berdasarkan
Keyakinan);

Resilience (Ketabahan);

Relationship Management (Mengelola Hubungan);
Kompetensi lain yang akan diatur dalam ketentuan
yang mengatur tentang Kompetensi  Khusus
Pejabat/Pegawai UKI.

ao o

Unsur-unsur tugas kepatuhan internal sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan penerapan manajemen risiko;

b. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern;

c. Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawas fungsional;

d. Pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai

e. Pengelolaan pengaduan.

Unsur-unsur tugas kepatuhan internal sebagaimana
dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan secara
terintegrasi dalam rangka menyempurnakan kebijakan,
proses bisnis, dan sarana prasarana untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan unsur-unsur
tugas kepatuhan internal yang diterapkan secara
terintegrasi  sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDELAPAN, maka UKI melaksanakan penilaian mandiri
dengan menggunakan instrumen sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pengelolaan penerapan manajemen risiko pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KETUJUH huruf a dilaksanakan sekurang-

kurangnya sebagai berikut:

a. Penetapan Komite Manajemen Risiko oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan pada setiap awal tahun,;

b. Penetapan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) pada
setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan pada setlap awal tahun yang terdm
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KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

c. Penetapan profil risiko dan rencana penanganan risiko
oleh setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan setiap semester,

d. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana penanganan
risiko dan laporan monitoring risiko oleh setiap unit
eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan setiap semester,

Pelaksanaan pengelolaan penerapan manajemen risiko
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESEPULUH berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
dan mengacu pada pedoman Pengelolaan Penerapan
Manajemen Risiko sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern
sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf b
dilaksanakan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Penetapan Pelaksana dalam UKI yang didedikasikan
khusus untuk melaksanakan tugas pemantauan
pengendalian intern oleh Pimpinan Unit Kerja, yang
selanjutnya disebut sebagai Pelaksana Pemantauan;

b. Pemilihan kegiatan yang akan dilakukan pemantauan
pengendalian intern dan penyusunan perangkat
pemantauan oleh UKI-E1;

c. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dengan
perangkat pemantauan dan frekuensi yang telah
ditetapkan;

d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern sesuai jadwal dan kepada pihak
penerima yang telah ditetapkan,;

e. Evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern secara berjenjang.

Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern di lingkungan Kementerian Keuangan dan mengacu
pada pedoman pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawas fungsional sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETUJUH huruf ¢ dilaksanakan sekurang-
kurangnya sebagai berikut:

a. Pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemeriksaan
aparat pengawas fungsional berikut tindak lanjut yang
telah dilakukan;

b. Penyampaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
aparat pengawas fungsional dari UKI-W atau UKI-P
kepada UKI-E1 berdasarkan koordinasi dengan unit
teknis terkait;



KELIMABELAS

KEENAMBELAS

KETUJUHBELAS

¢. Penyampaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
aparat pengawas fungsional dari UKI-E1 kepada aparat
pengawas terkait, termasuk rekonsiliasi rekomendasi
hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

d. Pemantauan dan pemberian masukan yang relevan
atas tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas
fungsional yang dilakukan oleh unit teknis terkait.

Pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai

sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf d

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang

mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik

Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta

dilaksanakan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan internalisasi kode etik pegawai Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan evaluasinya kepada
seluruh pegawai di lingkungan kantor masing-masing,
melalui berbagai sarana yang efektif dan efisien;

b. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai
dengan atasan langsungnya, yang diperbaharui setiap
tahun atau dalam hal terjadi perubahan jabatan atau
unit kerja;

c. Penandatanganan Pakta Integritas antara pimpinan
instansi vertikal dengan mitra kerja bersangkutan,
yang diperbaharui setiap terjadi perubahan pimpinan
unit kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait;

d. Pelaksanaan investigasi, pengumpulan bahan
keterangan, dan pelaporan hasilnya kepada UKI-W
atau UKI-E1 secara berjenjang, apabila UKI menangani
dugaan pelanggaran kode etik yang bersumber dari
UKI-P, UKI-W atau UKI-E1, laporan pelaksanaan
pemantauan pengendalian intern, atau pengaduan
masyarakat;

e. Menyampaikan hasil investigasi berupa rekomendasi
pelaksanaan penindakan kepada unit yang menangani
penindakan pegawai, apabila ada.

Pelaksanaan  pengelolaan  pengaduan  sebagaimana
dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf e, mengingat
sifat pelaksanaan dan lingkup pengaturannya, maka
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
tersendiri.

Dalam hal pelaksanaan tugas UKI diperlukan

data/dokumen/informasi, maka diatur sebagai berikut:

a. Unit kerja yang memiliki data/dokumen/informasi
wajib memberikan data/dokumen/informasi yang
dibutuhkan oleh UKI;

b. Dalam hal data/dokumen/informasi yang dibutuhkan
bersifat rahasia atau tidak dapat dipindahtangankan,
UKI dapat meminta rekomendasi pejabat yang
berwenang memindahtangankan
data/dokumen/informasi dimaksud.

c. Data/dokumen yang dipinjamkan unit Kkerja

bersangkutan kepada UKI wajib dibuatkan tanda bukti
peminjaman;



KEDELAPANBELAS

KESEMBILANBELAS

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor 85/PB/2012 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Fepruari 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
AGUS SUPRIJANTO

7



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR XEP- 34 /PB/2013 TENTANG TATA KELOLA
PELAKSANAAN  TUGAS  KEPATUHAN  INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREXKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

STRUKTUR UNIT KEPATUHAN INTERNAL TINGKAT ESELON I (UKI-E1})
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pengarah

Ketua Umum/Pimpinan

Ketua I

Ketua II

Koordinator SPI, MR, Hasil
Pemeriksaan dan Pengaduan

Koordinator Kode Etik dan
Penindakan

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian

Kepala Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan
dan Kinerja

Kepala Subbagian Penegakan Disiplin dan
Pemberhentian Pegawai

. . acussupruanto |
X ) 7_ ';:./U,"»

- DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 344 /PB/2013 TENTANG TATA KELOLA
PELAKSANAAN  TUGAS KEPATUHAN  INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN PELAKSANAAN
UNSUR-UNSUR TUGAS KEPATUHAN INTERNAL YANG TERINTEGRASI

Penilaian mandiri penerapan pelaksanaan unsur-unsur tugas kepatuhan
internal yang terintegrasi dilaksanakan oleh UKI tingkat Wilayah (UKI-W), dalam
rangka quick assessment/penilaian cepat atas kualitas pelaksanaan tugas
kepatuhan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan KPPN.

Penilaian mandiri tersebut dilakukan oleh UKI-W secara semesteran, dengan
frekuensi minimal dua kali setahun, dan hasilnya akan menjadi dasar pijakan
atas kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas kepatuhan internal

selanjutnya.

Penilaian mandiri ini menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan dilakukan oleh UKI-W
masing-masing dengan memperhatikan prinsip independensi.

Penilaian mandiri tersebut dilaksanakan dengan parameter sebagai berikut:

Nilai
No. Parameter Sangat Baik | Cukup | Kurang Keterangan
Baik

A. | Manajemen Risiko

1. | Frekuensi Rapat yang  dilakukan
pelaksanaan rapat dalam rangka pembahasan
pembahasan risiko UPR setiap
manajemen risiko UPR semesternya antara lain:
dalam satu semester 1. Rapat penentuan profil
yvang dipimpin oleh risiko dan rencana
Pemilik Risiko dan penanganan risiko di
diikuti oleh seluruh awal semester;
Koordinator dan 2. Rapat monitoring profil
Administrator risiko dan pelaksanaan
Manajemen Risiko di rencana penanganannya
lingkungan Kanwil. di tengah semester;

3. Rapat hasil penanganan

Parameter ristko dan reviu profil
Semesteran: risiko di akhir semester.
Sangat 23
baik kali
Baik 2 kali
Cukup 1 kali
Kurang 0

B. | Sistem Pengendalian
Intern

2. | Frekuensi Rapat dalam rangka
pelaksanaan rapat pembahasan hasil
pembahasan hasil pemantauan pengendalian
pemantauan intern setiap semesternya
pengendalian  intern dapat dilakukan dengan

dalam satu semester
yvang dipimpin oleh

agenda pembahasan antara
lain:




Nilai

No. Parameter Sgr;igst Baik Cukup  Kurang Keterangan

Parameter 1. Pembahasan hasil
Semesteran: pemantauan intern
Sangat > 3 Kanwil, termasuk
baik kali tingkat kepatuhan,
Baik 2 kali temuan hasil
Cukup 1 kali pemantauan atau
Kurang 0 kendala.

2. Pembahasan hasil
pemantauan seluruh
KPPN lingkup Kanwil,
termasuk tingkat
kepatuhan, temuan
hasil pemantauan atau
kendala.

3. Pembahasan hasil
evaluasi pelaporan
pemantauan seluruh
KPPN, sebagaimana
Pedoman  Pemantauan
Bab VI.

C. Pengelolaan Tindak
Lanjut LHP APIP

3. | Rata-rata capaian IKU Cara penghitungan:
Kanwil dan  KPPN 1. Dapatkan
terkait persentase capaian/realisasi IKU
hasil pemeriksaan/ “persentase rekomendasi
rekomendasi Itjen Kemenkeu dan BPK
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti”
Kemenkeu dan BPK dari Kanwil dan seluruh
yang ditindaklanjuti. KPPN pada semester

bersangkutan.

Parameter Semester I: 2. Hitung rata-rata dari
Sangat 50-100% seluruh  capaian IKU
baik Kanwil dan KPPN
Baik 30- 49% tersebut.
Cukup 10-29% 3. Dapatkan  nilai dari
Kurang 0-9% parameter tersebut.
Apabila tidak ada Contoh:
hasil pemeriksaan Kanwil X merupakan induk

Itjen Kemenkeu/BPK
pada semester | yang
harus ditindaklanjuti,
maka nilai yang
diberikan 100%.

Parameter Semester II:

Sangat 100%
baik

Baik 90-99%
Cukup 80-89%
Kurang 0-80%

KPPN A dan KPPN B.
Realisasi IKU “persentase
rekomendasi Itjen
Kemenkeu dan BPK yang
ditindaklanjuti” semester I
pada Kanwil X sebesar
40%, KPPN A sebesar 50%,
dan KPPN B sebesar 75%.
Maka rata-rata realisasi
IKU tersebut untuk Kanwil
X adalah (40% + 50% +
75%)/3 = 55%. Nilai Kanwil
X terkait parameter ini
adalah Sangat Baik.




Nilai

selesai ditindaklanjuti.

Apabila tidak ada
pengaduan, maka
nilai yang diberikan
100%.

No. Parameter Sangat Baik | Cukup | Kurang Keterangan
Baik
Apabila tidak ada
hasil pemeriksaan
Itien Kemenkeu/BPK
pada semester Il yang
harus ditindaklanjuti,
maka nilai vang
diberikan 100%.
D. | Pengelolaan
Pengaduan
4. | Rata-rata Indeks Cara penghitungan:
Kepuasan Masyarakat 1. Dapatkan IKM seluruh
(IKM)  hasil survei KPPN lingkup Kanwil
kepuasan yang pada semester
dilaksanakan pada bersangkutan.
seluruh KPPN di 2. Hitung rata-rata dari
lingkungan Kanwil seluruh IKM KPPN
bersangkutan. tersebut.
3. Dapatkan nilai dari

Parameter parameter tersebut.

Semesteran:

Sangat 80-100 Contoh:

baik Kanwil Y merupakan induk

Baik 70-79 KPPN P, KPPN Q, dan XPPN

Cukup 60-69 R.

Kurang 0-59 IKM semester I untuk KPPN
P sebesar 80,50, KPPN Q
sebesar 78,80 dan KPPN R
sebesar 85,20. Maka rata-
rata IKM KPPN lingkup
Kanwil Y adalah (80,50 +
78,80 + 85,20)/3 = 81,50.
Maka Nilai Kanwil Y terkait
parameter ini adalah
Sangat Baik.

S. Rata-rata persentase Cara penghitungan:
pengaduan terkait 1. Dapatkan data
Kanwil dan KPPN di pengaduan masing-
lingkungan Kanwil masing Kanwil dan
bersangkutan, vyang KPPN di lingkungan
masuk melalui intern Kanwil bersangkutan
Kanwil/ KPPN dan yang masuk melalui
penerusan dari hotline intern Kanwil/KPPN
pengaduan kantor maupun penerusan dari
pusat, vyang telah hotline pengaduan

kantor pusat dalam satu
semester bersangkutan.

2. Dari data pengaduan
tersebut, hitung
persentase  pengaduan
yang telah
ditindaklanjuti dart

masing-masing




Nilai

1 | Keterangan

Parameter Sgr;igétt Baik | Cukup | Kurang eterang
Parameter 3. Hitung rata-rata dari
Semesteran: persentase  pengaduan
1 " lah

t 90- yang ‘ te :
gzirll{ga 100% ditindaklanjuti  Kanwil
Baik 80-89% dan KPPN tersebut.
Cukup 70-79% 4. Dapatkan  nilai  dari
Kurang 0-69% parameter tersebut.

Contoh:

Kanwil Z merupakan induk
KPPN C, KPPN D, dan KPPN
E.

Persentase pengaduan yang
telah ditindaklanjuti unit
masing-masing pada
semester | adalah Kanwil Z
sebesar 90%, KPPN C
sebesar 75%, KPPN D
sebesar 80%, dan KPPN E
sebesar 100%. Maka rata-
rata persentase pengaduan
yvang telah ditindaklanjuti
lingkup Kanwil Z adalah
(90% + 75% + 80% +
100%)/4 = 86,25%. Maka
Nilai Kanwil Z  terkait
parameter ini adalah Baik.

Pemantauan Kode

Etik

Jumlah kegiatan yang Dalam rangka internalisasi

memasukkan/menyisi kode etik, materi tersebut

pkan unsur dapat dimasukkan atau

sosialisasi/internalisa disisipkan pada berbagai

si kode etik bentuk kegiatan atau
media, seperti GKM,

Parameter sosialisasi, leaflet,

Semesteran: pembagian buku saku, dan

Sangat 2 3 kali sebagainya.

baik

Baik 2 kali

Cukup 1 kali

 Kurang 0

Untuk mendapatkan hasil penilaian mandiri, maka dilakukan perhitungan atas

parameter sebagaimana tersebut pada instrumen penilaian mandiri sebagai
berikut:

1. Nilai Parameter dikonversikan dengan bobot sebagai berikut:

o Konversi
Nilai Parameter | Bobot
Sangat baik 1 4
Baik 3
Cvile1im [p]




w

Seluruh bobot parameter tersebut dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya.
Rata-rata tersebut menjadi skor penilaian mandiri Kanwil bersangkutan.

Dalam rangka mendapatkan hasil penilaian mandiri, maka rata-rata skor yang
telah didapat dikonversikan lagi sebagai berikut:

Skor Penilaian Has&i’sg;i?lan
3,5-4,0 Sangat baitk |
3,0-3,4 Baik |
2,1-29 Cukup

0-20 Kurang

Terhadap hasil penilaian mandiri tersebut dan pelaksanaan tugas kepatuhan
internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, UKI-
W melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Memberikan surat teguran kepada KPPN yang tidak/terlambat menyampaikan
laporan bulanan pemantauan pengendalian intern sesuai batas waktu yang
telah ditentukan dalam Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern pada
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai
diktum KETUJUH dan KEDELAPAN pada Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini, setiap semester dengan batas waktu sebagai berikut:

a. Semester | : pekan kedua bulan Juli

b. Semester II : pekan kedua bulan Januari tahun berikutnya

Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada
angka 2 di atas, disusun oleh UKI-W kepada UKI-E1, dengan isi sekurang-
kurangnya sebagai berikut:

a. Laporan pelaksanaan rencana penanganan risiko semester berjalan.
b. Laporan profil dan peta risiko untuk semester yang akan datang.

c. Laporan kompilasi hasil pemantauan pengendalian intern triwulan I dan II
{untuk semester I), serta triwulan III dan IV (untuk semester II).

d. Laporan pelaksanaan internalisasi dan pemantauan penerapan kode etik
dan disiplin pegawai sesuai diktum KELIMABELAS pada Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dilakukan pada semester
berjalan.

e. Laporan pengelolaan pengaduan triwulan I dan II (untuk semester I), serta
triwulan III dan IV (untuk semester II).

f. Laporan instrumen penilaian mandiri yang telah diisi dan hasil penilaian
mandiri yang telah dihitung secara semesteran.

. UKI-E1 dapat memberikan surat teguran kepada UKI-W yang tidak/terlambat

menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal sebagaimana
dimaksud pada angka 2 di atas. UKI-E1 juga dapat memberikan surat teguran
kepada UKI-P, apabila pelaksanaan tugas UKI-P tidak optimal berdasarkan
hasil laporan UKI-W bersangkutan.

Menyampaikan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, guna pertimbangan

pengambilan kebijakan pimpinan, dengan paragraf kesimpulan sebagai
berikut:

l Hasil Penilaian l

| No. Mandiri Paragraf Kesimpulan

a. | Sangat Baik a Bahwa proses peningkatan penerapan pengendalian
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No.

Hasil Penilaian
Mandiri

Paragraf Kesimpulan

Baik

Bahwa proses peningkatan penerapan pengendalian
intern di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi ... sedang dilaksanakan
dan perlu dukungan pimpinan agar mencapai
kondisi optimal.

Cukup

Bahwa proses peningkatan penerapan pengendalian
intern di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi ... sedang dilaksanakan,
namun perlu komitmen jajaran pimpinan dan
konsistensi dari seluruh pegawai agar dapat
mencapai kondisi optimal.

Kurang

Bahwa proses peningkatan penerapan pengendalian
intern di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi ...... sangat memerlukan perhatian khusus
dari jajaran pimpinan agar seluruh aspek kepatuhan
internal dapat diterapkan di lingkungan Kanwil
bersangkutan.

6. Dalam rangka menjalankan tugas kepatuhan internal pada semester berjalan
atau mempertimbangkan hasil Penilaian Mandiri penerapan pelaksanaan
unsur-unsur tugas kepatuhan internal, maka dapat dimintakan asistensi
pelaksanaan tugas kepatuhan internal kepada UKI-E1.

~ " DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

haus SUPRIJANTO




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- Y /PB/2013 TENTANG TATA KELOLA
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN DIREXTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan kekayaan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu
diterapkan Manajemen Risiko yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya
untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan
efisien. Manajemen risiko juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern khuusnya bagian
ketiga pasal 13 ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko.

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan pedoman
pelaksanaan tentang sistem dan prosedur penerapan Manajemen Risiko agar
terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penerapan Manajemen
Risiko secara efektif di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Penerapan Manajemen Risiko
Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan
keberhasilan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan.

2. Adanya pihak yang ditetapkan secara langsung bertanggung jawab untuk
mengkoordinasi proses pengelolaan risiko.

3. Adanya kesadaran dari setiap pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan terhadap prinsip pengelolaan risiko untuk
menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang
dapat diperoleh dari pengelolaan risiko yang efektif.

4. Adanya kebijakan pengelolaan risiko (risk management policy) yang merinci

peranan dan tanggung jawab dari pimpinan dan staf pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

Adanya metodologi pengelolaan risiko yang menyeluruh.

Adanya pelatihan untuk seluruh pimpinan dan pegawai, baik pelatihan

Manjemen Risiko secara umum untuk tujuan risk awareness maupun

pelatihan vang lebih detil.

7. Adanya pemantauan yang terus menerus mengenai status pengelolaan
risiko.

8. Adanya reinforcement (penguatan) yang mencakup Key Performance
Indicators (KPI), evaluasi individual, remunerasi, dan sanksi.

o u



BAB II
TATA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu pimpinan/pejabat
dan pegawai yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Direktorat Jendeal
Perbendaharaan dalam lingkup Kementerian keuangan.

Organisasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perbendaharaan
terdiri dari:

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugas untuk
melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi
manajemen risiko pada tingkat Eselon I. Susunan keanggotaan Komite
Manjemen Risiko pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Ketua (merangkap anggota) dan
dua orang pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dimana salah seorang diantaranya adalah Ketua Manajemen Risiko.
Mekanisme koordinasi dalam Komite Manajemen Risiko dilakukan melalui
pertemuan tatap muka secara berkala atau melalui media komunikasi lain.

2. KETUA MANAJEMEN RISIKO

Ketua Manajemen Risiko adalah Pejabat Eselon II pimpinan UKI tingkat
eselon I (UKI-E1) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
sebagai Ketua Manajemen Risiko. Ketua Manajemen Risiko bertanggung jawab
menyusun arah kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi manajemen
risiko di unit eselon I serta mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko
secara terpadu dan menyeluruh.

3. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)

Unit Pemilik Risiko pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah
seluruh unit eselon II baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal. Struktur
pada Unit Pemilik Risiko ditetapkan oleh pimpinan Unit Pemilik Risiko
tersebut, yaitu terdiri dari:

a. Pemilik Risiko
Adalah pejabat eselon II yang merupakan pimpinan pada Unit Pemilik
Risiko pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Kooordinator Manajemen Risiko
Koordinator Manjemen Risiko adalah satu/lebih pejabat eselon IIl dan atau
pejabat fungsional setingkat di lingkup unit eselon II bersangkutan yang
ditunjuk oleh Pemilik Risiko. Koordinator Manajemen risiko memiliki
wewenang untuk membantu Pemilik Risiko dalam pengelolaan risiko di
lingkungan Unit Pemilik Risiko serta bertanggung jawab langsung dalam
proses manajemen risiko dalam operasionalnya sehari-hari.






